KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUSIN
NOMOR 07 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

/

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 10
Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin
tentang Penunjukan Pengelola Data Tunjangan Kinerja di

Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
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4.

7.

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, sebagaimana
telah diubah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2010-2014;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023
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tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
826);

9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor 671 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas
Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/1/2020 tentang Kelas
Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di
Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum;

10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum;

11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor 1357 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan
Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENUNJUKAN
PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI
BANYUASIN.
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Menunjuk 1 (satu) orang sebagai Pengelola Data Tunjangan

KESATU
Kinerja.
KEDUA : 1 (satu) orang sebagai Pengelola Data Tunjangan Kinerja
sebagaimana pada DIKTUM KESATU adalah:
Nama : Dedek Dwiansyah, S.E.
NIPPPK : 198503302024211005
Pangkat/Gol :IX
Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
KETIGA Pengelola Data Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam
DIKTUM KEDUA mempunyai tugas melakukan verifikasi
terhadap kehadiran Pegawai berdasarkan Buku Kendali dan
membuat laporan rincian pembayaran Tunjangan Kinerja
Pegawai Bulanan.
KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 07 Januari 2026
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